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POLA PIKIR PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENETAPAN

ﬂ PEMEKARAN/PEMBENTUKAN \
DAERAH OTONOM BLM
DILENGKAPI PETA BATAS WIL.
SECARA PASTI

e PERDA RTRW PROV/KAB/KOTA
BELUM SEMUA DITETAPKAN
o KEPENTINGAN DAERAH TERKAIT

LANDASAN HUKUM
e UU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
e UU NO 32 THN 2004 TTG PEMDA

K DGN PERIMBANGAN KEUANGAy
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e UU NO 26/2007 TTG PENATAAN RUANG

e UU NO 4 THN 2014 TTG INFORMASI GEOSPASIAL

e PP NO. 8/2013 TTG KETELITIAN PETA RENC TATA RUANG

e PERMENDAGRI NO 76 THN 2012 TTG PEDOMAN
PENEGASAN BATAS DAERAH

KONDISI
TATA RUANG DAN

BATAS WILAYAH
SAAT INI
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e BELUM SINKRON PERENC

SUBYEK OBYEK METHODE

« SUPRA « PENYEDIAAN IG YG DPT
STRUKTUR | APARATUR DIPERTANGGUNGJAWABKAN
POLITIK PEMERINT | « KEBIJAKAN PERCEPATAN

R
igEUTT; B (PEMDA & NO.76/2012)

e DPRD) « PERCEPATAN PENYELESAIAN
e PERDA RTRW PROV/KAB/KOTA
e « DUKUNGAN APBN/APBD

« CAPACITY BUILDING
POLITIK
« DUKUNGAN KERJASAMA MASY.

PEMBANGUNAN NASIONAL
e KONFLIK PEMANFAATAN
RUANG
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LINGKUNGAN STRATEGIS
*GLOBAL

PEMBANGUNAN
YANG
EFEKTIF, EFISIEN &
BERKELANJUTAN

TERWUJUDNYA

KONDISI PENATAAN RUANG
INFORMASI DAN
GEOSPASIAL BATAS WILAYAH

YG YANG

DIHARAPKAN AMAN, NYAMAN

DAN PRODUKTIF

*REGIONAL
*NASIONAL

FEEDBACK




MANFAAT INFORMASI GEOSPASIAL
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ESENSI PENETAPAN BATAS DAERAH

MELIPUTI BTS ANTAR TIDAK MENENTUKAN KEDAULATAN;

PROV DAN KAB / KOTA BUKAN ALOKASI TERITORIAL

MELAINKAN PEMBAGIAN WIL ADMIN
PEMERINTAHAN DLM WIL NKRI.

KEJELASAN CAKUPAN WIL ADM. PEMERINTAHAN;
EFISIENSI/EFEKTIVITAS PELAYANAN PD MASY;

KEJELASAN LUAS WILAYAH;
PENTINGNYA

BATAS
DAERAH

KEJELASAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
KEJELASAN DAFTAR PEMILIH (PEMILU, PEMILUKADA);
KEJELASAN ADMINISTRASI PERTANAHAN:

KEJELASAN PERIZINAN PENGELOLAAN SDA: DAN
PENGATURAN TATA RUANG DAERAH
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PERAN IG YG DIHARAPKAN DALAM PENANGANAN

BATAS DAERAH

Data dan informasi geospasial yang tersedia harus mampu
menjelaskan hal-hal sbb:

a. Cakupan wilayah desa-desa di wilayah perbatasan

b.

termasuk titik koordinat;
Kejelasan ibukota dan kepemilikan pulau;

c. Batas daerah yang tertuang dalam batang tubuh dan

tergambar di atas peta lampiran UU tersebut serta
memenuhi  standar kaidah pemetaan secara
geometris dan kartografis;

Dapat diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota yang
berbatasan sebagal acuan di dalam penetapan batas
secara pasti di lapangan dan secara hukum dapat
dipertanggungjawabkan 6



PERAN 1G YG DIHARAPK AN DALAM PENANGANAN
BATAS DAERAH

Dengan menggunakan informasi geospasial ini, maka saya

berharap juga kepada penyedia |G, dan pemerintah daerah bahwa:

1. Sebuah potensi gangguan keamanan seperti sengketa batas
perlu dideteksi sedini mungkin oleh pemerintah daerah agar
dapat ditangani dengan baik.

2. Data dan informasi geospasial yang disediakan dapat
menggambarkan dengan jelas potensi konflik sengketa batas
berdasarkan penyebabnya.

3. Data dan informasi geospasial yang disediakan dapat menjadi
salah satu bahan dalam setiap tahapan pendeteksian dan
penanganan sengketa batas.




Status terkini : Batas Daerah
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Kondisi Mei 2014 :

Jumlah segmen batas
Segmen definitif

: 966 segmen

. 2T3segmen



ESENSI PENATAAN RUANG

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan

keharmonisan antara
lingkungan alam dan
lingkungan buatan.

Nusantara dan Ketahanan Nasional

keterpaduan dalam
penggunaan sumber
daya alam dan sumber

daya buatan.

pelindungan fungsi ruang
dan pencegahan dampak
negatif terhadap
lingkungan akibat
pemanfaatan ruang.




PENATAAN RUANG

* Data dan informasi spasial yang mampu
menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek
atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di
atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu;

Dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
perumusan kebijakan pengambilan keputusan
dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan ruang kebumian. Seperti juga daerah-
daerah lain di Indonesia DKl Jakarta sangat
memerlukan informasi geospasial, apalagi kondisi
geologi Jakarta yang termasuk wilayah rawan
bencana;
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PENATAAN RUANG

* Fungsi data spasial dan peta diharapkan memiliki akurasi dan
presisi data agar menghasilkan kuadlitas tertentu dan tidak
menimbulkan persepsi yang berbeda;

* Data spasial/peta RTRW diharapkan tidak hanya diperlukan
pada proses perencanaan tata ruang, tapi juga pada proses
pemanfaatan dan pengendalian ruang;

* Dalam kerangka pelayanan publik, setiap orang berhak untuk
mengetahui rencana tata ruang. Masyarakat dapat
mengetahui pengumuman atau penyebarluasan informasi
tersebut dari pemasangan peta rencana tata ruang suatu
wilayah di tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor
yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.
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STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI

dan KABUPATEN/KOTA
(per 2 Mei 2014)

Sumut, Riau, Sumsel,

RTRW 2R L VU EIRE RN | Kepri, Kalbar, Kalteng,
EGEE CINE R — Kalsel, Kaltim dan

PROV]NSI dari total 34 Prov Kaltara belum

menetapkan Perda

285 kabupaten dan 73
kota telah menetapkan 113 kabupaten
- — dan 20 kota belum
Perda - dari total 491 e cstlen e
kabupaten/kota
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Sumber : Sekretariat BKPRN per 2 Mei 2014
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LANGKAH STRATEGIS

MENDORONG PEMDA UNTUK MEMANFAATKAN IG SEBAGAI ACUAN
KEBIJAKAN DALAM MENENTUKAN BATAS ANTAR DAERAH DAN
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH (ONE MAP FOR ALL).

MENINGKATKAN KOORDINASI LEMBAGA/INSTANSI ANTARA PENGGUNA
(PUSAT DAN DAERAH) DENGAN PENYEDIA DATA INFORMASI
GEOSPASIAL (BIG), UNTUK MENGURANGI DAMPAK NEGATIF DALAM

PENGAMBILAN KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS DAERAH DAN
PENATAAN RUANG.

MENINGKATKAN PENGETAHUAN, PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN
APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN
PENDAYAGUNAAAN INFORMASI GEOSPASIAL (CAPACITY BUILDING)
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TERIMA KASIH
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